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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitan dan analisis yang telah penulis 

lakukan mengenai Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Buku Pelaut 

Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, 

dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil temuan penelitian 

terhadap permasalahan yang ditulis dan akan mengemukakan serta 

memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan temuan peneliti 

dalam pemecah masalah penelitian. 

A. Kesimpulan 

1. Kualitas pelayanan dalam pengurusan buku pelaut pada Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai dapat 

dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu tangible (berwujud), reliability 

(kehandalan), responsiveness (respon/tanggap), assurance 

(jaminan) dan emphaty (empati) yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat dikategorikan Baik. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan total skor 4020 dengan persentase 85,07% dan 

memiliki frekuensi 56% dari 105 responden. 

2. Faktor pendukung pada Analisis Kualitas Pelayanan Dalam 

Pengurusan Buku Pelaut pada Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai yaitu adanya reliability 

(kehandalan) yang dapat dilihat dari adanya konsistensi pegawai 

dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah dijanjikan 
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kepada pengguna jasa dalam pengurusan buku pelaut dan 

adanya assurance (jaminan) yang dapat dilihat dari adanya 

jaminan legalitas buku pelaut yang di sahkan oleh syahbandar 

untuk menerbitkan buku pelaut. 

Sedangkan faktor penghambat pada Analisis Kualitas Pelayanan 

Dalam Pengurusan Buku Pelaut pada Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai yaitu masih kurangnya 

tangible (berwujud) yang dapat dilihat dari kurangnya fasilitas 

yang nyaman dalam mendukung pelayanan pengurusan buku 

pelaut, masih kurangnya responsiveness (respon/tanggap) yang 

dapat dilihat dari masih kurangnya respon yang diberikan pegawai 

terhadap keluhan pengguna jasa pada saat proses pelayanan 

buku pelaut dan masih kurangnya emphaty (empati) yang dapat 

dilihat dari masih kurangnya sikap pegawai yang peka terhadap 

keinginan pengguna jasa untuk dibantu pada saat pengisian 

format menuju registrasi. 

B. Saran 

1. Disarankan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Dumai untuk membuka kerjasama dengan 

pihak rumah sakit pada wilayah kota Dumai sebagai provider 

dalam memberikan kemudahan akses untuk pengguna jasa yang 

akan mengurus surat keterangan sehat guna untuk memenuhi 

salah satu persyaratan dalam pengurusan buku pelaut. Diharapkan 
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juga kepada pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Dumai agar dapat menyediakan tambahan 

fasilitas utama/pendukung yang dapat dinikmati oleh penerima 

layanan sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar 

dan nyaman sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

2. Disarankan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Dumai untuk lebih memperhatikan pegawai 

dalam melayani pengguna jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan arahan dan pembelajaran kepada pegawai 

bagaimana cara memberikan tanggapan yang baik terhadap 

keluhan yang disampaikan pengguna jasa saat proses pelayanan, 

serta adanya kesadaran pegawai untuk membantu pengguna jasa 

apabila mengalami kesulitan pada saat proses pengurusan buku 

pelaut. 
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